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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Persaingan usaha antar bank yang semakin tajam dewasa ini telah 

mendorong munculnya berbagai jenis produk dan sistem usaha dalam berbagai 

keunggulan kompetitif. Dengan situasi seperti ini bank umum (konvensional) akan 

menghadapi persaingan baru dengan kehadiran lembaga keuangan ataupun Bank 

non konvensional. Fenomena ini ditandai dengan pertumbuhan lembaga keuangan 

baik yang berbentuk bank atau non bank yang menggunakan sistem syariah. 

Umat Islam Indonesia sudah cukup lama menginginkan sistem 

perekonomian yang berlandaskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah untuk 

diterapkan dalam kegiatan ekonomi, salah satunya perbankan. Keinginan ini 

diperkuat dengan kesadaran bahwa Islam adalah suatu sistem dan jalan hidup 

yang utuh dan terpadu (a comprehensive way of life). Segala sendi kehidupan 

diatur dalam Islam termasuk perbankan.
1
 Hal ini dipertegas dengan firman Allah 

dalam Al-Qur‟an Surat Al-Baqarah ayat 85 dan ayat 208, yaitu : 

ََّّثىُ َّ ٌَ هشَُو َّذظَََٰ شِهِىۡ ٍَّدَََِٰ ُكُىَّيِّ َّيِّ َّفشََِقٗا ٌَ َّوَذخُۡشِجُى َّأََفسَُكُىۡ ٌَ َّذقَۡرهُىُ ؤُلَََٰٓءِ
َٰٓ َّهََٰ أََرىُۡ

َّتَِّ هِى ُۡ ثۡىَِّٱعَهَ ٌَِّٱوَََّّلِۡۡ كُىََّّۡنۡعُذۡوََٰ ُۡ َّعَهَ وٌ َّيُحَش  َّوَهىَُ ذُوهىُۡ َّذفََُٰ شَيَٰ َّأسََُٰ ََّأَۡذىُكُىۡ وَإٌِ

َّتثِعََّۡإَِّ ٌَ َّأفَرَؤُۡيُِىُ ةَِّٱَّضَِّخۡشَاجُهىُۡۚۡ ََّفَۡعَمََُّّنۡكِرََٰ َّيٍَ َّجَزَآَٰءُ ا ًَ َّفَ َّتثِعَۡض ۚۡ ٌَ وَذكَۡفشُُو

َّفٍَِّ ٌٞ َّخِزۡ نكََِّيُِكُىَّۡإلَِ  جَِّٱرََٰ ُاَ َّٱَّنۡحَُىََٰ َۡ حَِّٱوََىَۡوَََّّنذُّ ًَ ََّّنۡقََُِٰ َّأشََذِّ َٰٓ ًَٰ َّإنَِ ٌَ و َّنۡعَزَابِ َّٱَشَُدُّ

َُّٱوَيَاَّ ًَََّّللّ  اَّذعَۡ  ً فمٍَِّعَ َّتغََِٰ ٌَ ٥٨ََّّهىُ

“kemudian kamu (Bani Israil) membunuh dirimu (saudaramu sebangsa) dan 

mengusir segolongan daripada kamu dari kampung halamannya, kamu bantu 

membantu terhadap mereka dengan membuat dosa dan permusuhan; tetapi jika 

mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, Padahal 

mengusir mereka itu (juga) terlarang bagimu. Apakah kamu beriman kepada 
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sebahagian Al kitab (Taurat) dan ingkar terhadap sebahagian yang lain? 

Tiadalah Balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan 

kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan 

kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu 

perbuat.”(.Fadhal AR Bafadal,2002:16) 

 Dan firman Allah SWT : 

َٰٓأََُّهاَ ٍََّٱََََّٰ ََّّن زَِ ََّّدۡخُهىُاَّْٱءَايَُىُاْ هۡىَِّٱفٍِ خََِّّنسِّ َّخُطىََُٰ َّذرَ ثعُِىاْ َّوَلََ ٍَِّۚۡٱكَآَٰف حٗ
طََٰ ُۡ َّۥإَِ هََُّّنش 

َّ ٍٞ ثُِ َّيُّ  ٨ٓ٥َّنكَُىَّۡعَذُوّٞ

“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam 

keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. 

Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu”.(Fadhal AR 

Bafadal,2002: 40) 

Ayat tersebut dengan tegas mengingatkan bahwa selama kita menerapkan 

Islam secara parsial, maka kita akan mengalami keterpurukan duniawi dan 

kerugian ukhrawi. Sedangkan pelaksanaan Islam sebagai way of life secara 

konsisten dalam semua sendi kehidupan, maka akan melahirkan sebuah tatanan 

kehidupan yang baik, sebuah tatanan yang hayatan thayyibah. 

Upaya Pemerintah mendorong pengembangan Bank Syariah, dilaksanakan 

dengan memperhatikan bahwa sebagian masyarakat muslim di Indonesia pada 

saat ini sangat menantikan suatu sistem perbankan syariah yang sehat dan 

terpercaya, untuk  mengakomodasikan kebutuhan mereka terhadap layanan jasa 

perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah. Pengembangan perbankan syariah 

juga ditujukan untuk meningkatkan mobilisasi dana masyarakat yang selama ini 

belum terlayani oleh sistem perbankan konvensional. Selain itu, sejalan dengan 

upaya-upaya restukturisasi perbankan, pengembangan Bank Syariah merupakan 
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suatu alternatif sistem pelayanan jasa bank dengan berbagai kelebihan yang 

dimilikinya. 

Berdasarkan UU No.10 Tahun 1998 disebutkan bahwa Bank Umum boleh 

mendirikan Bank berdasarkan prinsip syariah, yang berbunyi “Bank Umum 

adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau 

berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu 

lintas pembayaran”(Undang-Undang Perbankan, 1998: 9). 

Dalam UU No.10 Tahun 1998 juga disebutkan mengenai pengertian prinsip 

syariah yang dipakai oleh Bank Syariah yaitu : 

”Prinsip syari‟ah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank 

dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau 

kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syari‟ah, antara lain, pembiayaan 

berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip 

penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh 

keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip 

sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan 

kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak Bank oleh pihak lain (ijarah wa 

iqtina)”(Undang-Undang Perbankan, 1999: 10). 

Pada dasarnya perbankan syariah merupakan badan usaha yang bergerak 

dalam bidang keuangan untuk menghimpun dana dari masyarakat dan 

menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan 

prinsip-prinsip syariah yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Satu hal yang 
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membedakan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional adalah penerapan 

sistem bagi hasil (profit and loss sharing) yang menggantikan sistem bunga. 

Salah satu tugas bank syariah adalah memberikan fasilitas pembiayaan 

kepada masyarakat yang kekurangan dana dalam menjalankan usaha. Salah satu 

bank yang merupakan Bank Umum konvensional pertama yang mendirikan Divisi 

Usaha Syariah di Jawa Barat (Bandung) dengan menjalankan dual banking system 

adalah Bank Jabar. Bank Jabar mendirikan Divisi Usaha Syariah pada 20 Mei 

2000, yang disertai dengan pendirian Bank Jabar Kantor Cabang Syariah yang 

terletak di Bandung.  

Upaya Bank Jabar Syariah dalam menyalurkan dananya ini salah satunya 

didasarkan pada akad musyarakah. Menurut Muhammad Syafi‟i Antonio  

disebutkan bahwa, “Musyarakah yaitu suatu akad kerjasama antara dua orang 

atau lebih untuk suatu usaha tertentu, yang masing-masing pihak memberikan 

kontribusi dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan 

resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan”(Muhammad Syafi‟i 

Antonio, 2000: 129). 

 Pembiayaan musyarakah memiliki keunggulan tersendiri dibanding 

pembiayaan yang lainnya, diantaranya pembiayaan musyarakah dapat 

memperluas lapangan pekerjaan bagi banyak orang dengan cara memberikan 

modal pada nasabah, sehingga hal ini bisa mengurangi pengangguran dan 

menambah pendapatan masyarakat. Sebagaimana disebutkan oleh Irfan Syauqi 

bahwa: 

”Bank Syariah melalui pembiayaan musyarakah ini dapat menjadi solusi 

alternatif untuk mengatasi permasalahan masyarakat dan mengembangkan 
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perekonomian nasional secara signifikan melalui usaha pengembangan sector 

riil, misalnya dengan mengucurkan dana untuk mendirikan industri-industri 

dan pabrik-pabrik baru yang dapat meningkatkan produktifitas barang dan 

jasa”. ,(Irfan Syauqi Beik Msc, Republika, 2006). 

 

 

Musyarakah memiliki prinsip kemitraan dan kerjasama yang dalam ajaran 

Islam dikenal dengan ta‟awun (gotong-royong) dan ukhuwah (persaudaraan). 

Yaitu pembiayaan musyarakah dalam pelaksanaannya harus tercipta adanya 

tolong-menolong antara sesama pihak, saling meringankan beban pihak lain, dan 

saling bekerjasama untuk kemajuan bersama. Hal tersebut sebagaimana telah 

dijelaskan dalam pelaksanaan pembiayaan musyarakah di Bank Jabar Syariah 

Bantarkalong bahwa pelaksanaan pembiayaan, antara bank dan nasabah saling 

memberikan kontribusi modal untuk suatu usaha yang besarnya modal masing-

masing ditentukan oleh bank berdasarkan presentase tertentu sesuai dengan 

perkiraan keuntungan dari usaha yang akan dijalankan nasabah. Selain itu kedua 

belah pihak juga memberikan partisipasi kerja masing-masing, yaitu nasabah 

mengelola usaha di lapangan dan bank hanya memberikan pengawasan dan saran 

untuk usaha yang dijalankan nasabah. Sedangkan keuntungan ditentukan 

berdasarkan besarnya kontribusi modal masing-masing dan jika terjadi kerugian 

nasabah tetap harus membayar modal ke bank. 

Dilihat dari sisi ajaran Islam hal tersebut di atas tidak sesuai, karena tidak 

terciptanya suatu keadilan antara nasabah dan bank, dimana nasabah mendapatkan 

bagian pekerjaan di lapangan yang lebih berat daripada bank, sedangkan 

keuntungan yang didapat sama berdasarkan kontribusi modal di awal.   
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Dari data di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai 

pelaksanaan pembiayaan musyarakah pada bank Jabar Syariah Tasikmalaya, yang 

dalam penelitian ini penulis hanya membahas mengenai ketentuan modal dan 

partisipasi kerja yang dipandang lebih penting dalam musyarakah, dengan judul: 

KESESUAIAN  PEMBIAYAAN MUSYARAKAHDI BANK JABAR 

BANTEN SYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU 

BANTARKALONG TASIKMALAYA DENGAN FATWA DSN-MUI Nomor 

08/I/IV/2000 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan pembahasan masalah di atas, maka masalah 

yang akan dibahas adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana Akad dan pelaksanaan pembiayaan musyarakah di Bank Jabar 

Banten Syariah Kantor Cabang Pembantu Bantarkalong Tasikmalaya? 

2. Korelasi antara Pembiayaan Musyarakah dengan Fatwa DSN Nomor 8/DSN-

MUI/I/IV/2000 di Bank BJB Syariah KCP Bantarkalong Tasikmalaya? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penulis melakukan penelitian di Bank Jabar Kantor Cabang Syariah 

Tasikmalaya di antaranya adalah: 

1. Untuk mengetahui akad dan pelaksanaan pembiayaan musyarakah di Bank 

Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Pembantu Bantarkalong Tasikmalaya. 

2. Untuk mengetahui antara Pembiayaan Musyarakah dengan Fatwa DSN 

Nomor 8/DSN-MUI/I/IV/2000 di Bank BJB Syariah KCP Bantarkalong 

Tasikmalaya 
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D. Kerangka Pemikiran 

 Musyarakah merupakan akad kerjasama antara dua belak pihak atau lebih 

untuk suatu usaha tertentu dimana masinng-masing pihak memberikan kontribusi 

dana dengan keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai dengan 

kesepakatan. 

Dalam aplikasi perbankan syariah, musyarakah terutama diterapkan dalam 

pembiayaan, dimana bank sebagai pemilik modal bekerjasama dengan pengusaha, 

dengan kontribusi modal dan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. 

Pembiayaan musyarakah di perbankan syariah bisa diberikan dalam berbagai 

bentuk, diantaranya: 

a. Musyarakah permanen(continous musyarakah), dimana pihak bank merupakan 

partner tetap dalam suatu poyek atau usaha. Model ini jaran dipraktikan, 

namun musyarakah permanen ini merupakan alternatif menarik bagi investasi 

surat-surat berharga atau saham, yang dapat dijadikan salah satu portfolio 

investasi bank. 

b. Musyarakah digunakan untuk pembiayaan modal kerja (working capital), 

dimana bank merupakan partner pada tahap awal dari sebuah usaha atau proses 

produksi. Dalam model pembiayaan ini, pihak bank akan menyediakan dana 

untuk membeli aset atau alat-alat produksi, begitu juga dengan partner 

musyarakah lainnya. Setelah usaha berjalan dan dapat mendatangkan profit, 

porsi kepemilikan bank atas aset dan alat-alat produksi akan berkurang karena 

dibeli oleh para partner lainnya, dan pada akhirnya akan menjadi nol, model 
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pembiyaan ini lebih dikenal dengan istilah deminishing musyarakah, dan 

model ini yang banyak diaplikasikan dalam perbankan syariah. 

c. Musyarakah digunakan untuk pembiayaan jangka pendek. Musyarakah jenis 

ini bisa diaplikasikan dalam bentuk project finance atau pembiayaan 

perdagangan, seperti ekspor,impor, penyediaan bahan mentah atau keperluan-

keperluan khusus nasabah lainnya.(Adiwarman karim, :2002:36) 

Bank syariah memiliki tugas untuk menyalurkan dananya ke masyarakat. 

Salah satu produk pembiayaan Bank Syari‟ah untuk modal kerja adalah 

pembiayaan musyarakah.Berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-

MUI/IV/2000, “Pembiayaan musyarakah adalah pembiayaan kerjasama antara 

dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, masing-masing pihak 

memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan 

ditanggung bersama sesuai kesepakatan”.(Jaih Mubarok, 2004: 78). 

Musyarakah atau syirkahdalam buku “Fikih Sunnah” jilid 13 karangan 

Sayyid Sabiq disebutkan bahwa, “Musyarakah artinya adalah ikhtilath atau 

percampuran”.(Sayyid Sabiq, 1987: 193). 

Musyarakah lahir karena adanya suatu hukum yang bersumber dari Al-

Quran maupun Hadist. Ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang pembiayaan 

musyarakah dan menjadi dasar hukum pembiayaan ini di antaranya adalah Al-

Quran Surat Shad :24, yaitu : 

ََّعَِاجِهََِّّقاَلََّ ًَٰ َّإنَِ ََّعَۡجَركَِ َّتسُِؤَالِ كَ ًَ َّظهََ ََّّ ۦَّنقَذَۡ ٍَ َّيِّ َّكَثُِشٗا  ٌ نَُثَۡغٍََِّّنۡخُهطَآََٰءَِّٱوَإِ

َّ َّتعَۡضٍَّإلَِ  ًَٰ ٍََّٱتعَۡضُهىَُّۡعَهَ هىُاََّّْن زَِ ًِ دَِّٱءَايَُىُاَّْوَعَ هحََِٰ ََّّنص َٰ  ٍ َّوَظَ اَّهىُۡ  وَقهَُِمَّٞي 

هَُّفَََّّدَُّۥدَاوَُّ اَّفرََُ َٰ ًَ َّوَأََاَبَ۩ََّّۥت هَُّسَََّّسۡرغَۡفشَََّٱأََ  َّسَاكِعٗاَّۤ  ٨٢َّوَخَش َّۤ
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  “Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu 

dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan 

Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian 

mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang 

beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan 

Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada 

Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.(Fadhal AR Bafadal,2002: 650) 

 

Ayat tersebut di atas menunjukkan bahwa adanya pengakuan Allah SWT 

akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta yang terjadi karena adanya 

akad. 

Sedangkan hadist yang dapat dijadikan sebagai landasan syariah mengenai 

pembiayaan musyarakah diantaranya adalah : 

رِيكَيْهِ مَا لمَْ يخَُهْ أحََدُهُمَا صَاحِبهَُ  َ يقَوُلُ أوَاَ ثاَلثُِ الشَّ            عَهْ أبَيِ هُرَيْرَةَ رَفعََهُ قاَلَ إنَِّ اللََّّ

                              

“Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. Bersabda, “Sesungguhnya Allah Azza wa 

Jalla berfirman, „Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah 

satunya tidak mengkhianati yang lainnya” (HR. Abu Dawud no 2936, dalam kitab 

al-Buyu dan Hakim) (Abu Bakar Muhammad, 1995: 226). 

Hadits di atas menjelaskan kecintaan Allah terhadap orang-orang yang 

berserikat selama mereka saling menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan 

menjauhi pengkhianatan, karena pembiayaan musyarakahdilakukanatas dasar 

kepercayaan antar pihak yang terlibat. 

Dalam buku karangan Muhammad Syafi‟i Antonio dengan judul “Bank 

Syari‟ah dari Teori ke Praktik” disebutkan mengenai jenis-jenis musyarakah 

yaitu:  
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Musyarakah pemilikan dan musyarakah akad (kontrak). Musyarakah pemilikan 

tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan 

pemilikan satu asset oleh dua orang atau lebih. Sedangkan musyarakah akad 

tercipta dengan cara kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap 

orang dari mereka memberikan modal musyarakah, dan sepakat berbagi 

keuntungan dan kerugian. Musyarakah akad terbagi menjadi lima macam yaitu : 

1. SyirkahAl-„inan, yaitu kontrak antara dua orang atau lebih, setiap pihak 

memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam 

kerja. Kedua pihak berbagi keuntungan dan kerugian berdasarkan 

kesepakatan. Tetapi porsi masing-masing pihak baik dalam dana maupun 

kerja atau bagi hasil tidak harus sama dan identik sesuai kesepakatan. 

Mayoritas ulama memperbolehkan jenis ini. 

2. Syirkah Mufawadhah, yaitu kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih, 

setiap pihak memberikan dana dan berpartisipasi dalam kerja, dan berbagi 

keuntungan dan kerugian secara sama. 

3. SyirkahA‟maal, yaitu kontrak kerjasama dua orang seprofesi untuk 

menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari 

pekarjaan itu. 

4. Syirkah Wujuh, yaitu kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki 

reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang 

secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara 

tunai. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan 

jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra. Jenis 
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Musyarakah ini tidak memerlukan modal karena pembelian secara kredit 

berdasar pada jaminan tersebut. Karenanya, kontak ini pun lazim disebut 

sebagai musyarakah piutang. 

5. Syirkah Al-Mudharabah, para ulama berbeda pendapat tentang al-

mudharabah, apakah termasuk jenis musyarakah atau bukan. Beberapa 

ulama menganggap al-mudharabah termasuk kategori musyarakah karena 

memenuhi rukun dan syarat sebuah kontrak (akad) musyarakah. Ulama 

lain menganggap al-mudharabah tidak termasuk sebagai musyarakah dan 

pembahasannya pun terpisah dari musyarakah. (Muhammad Syafi‟i 

Antonio, 2001: 91) 

Dalam fatwa DSN MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 disebutkan mengenai 

ketentuan pembiayaan musyarakah. yaitu : 

1. Ketentuan mengenai kontrak (Ijab Kabul) 

Ketentuan mengenai kontrak pembiayaan musyarakah adalah bahwa 

pernyataan kontrak dinyatakan oleh para pihak untuk menujukkan 

kehendak mereka dalam mengadakan kontrak, dengan memperhatikan : 

a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan 

kontrak (Akad) 

b. Penerima dari penawaran dilakukan pada saat kontrak 

c. Akad dituangkan secara tertulis melalui korespondensi atau dengan 

menggunakan cara-cara komunikasi modern. 

2.   Ketentuan mengenai pihak-pihak yang melakukan kontrak 
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Ketentuan mengenai pihak-pihak yang melakukan kontrak pembiayaan 

musyarakah yaitu bahwa mereka adalah orang-orang yang cakap hukum, 

dengan memperhatikan : 

a. Kompeten dalam memberi atau menerima kekuasaan perwakilan. 

b. Setiap mitra meyediakan dana dan pekerjaan serta melaksanakan kerja  

sebagai wakil. 

c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam 

proses bisnis normal. 

d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk 

mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang 

untuk melakukan aktivitas pembiayaan musyarakah dengan 

memperhatikan kepentingan mitranya tanpa melakukan kelalaian dan 

kesalahan yang disengaja. 

e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan 

dana untuk kepentingannya sendiri. 

3.   Ketentuan mengenai objek kontrak  

Ketentuan mengenai objek kontrak pembiayaan musyarakah berhubungan 

dengan ketentuan mengenai modal, kerja, keuntungan, dan kerugian. 

a. Ketentuan mengenai modal dalam pembiayaan musyarakah adalah 

sebagai berikut : 

1) Modal yang diberikan dalam bentuk uang tunai, emas, perak, atau 

yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari asset perdagangan, seperti 

barang-barang, property. Apabila modal dalam bentuk asset maka 
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harus dinilai terlebih dahulu dengan tunai dan disepakati oleh para 

mitra. 

2) Para pihak tidak boleh meminjamkan atau menghadiahkan modal 

musyarakah kepada pihak lain kecuali atas dasar kesepakatan di antara 

para mitra. 

3) Pada prinsipnya dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, 

namun untuk menghindari adanya penyimpangan dapat disertakan 

jaminan. 

b. Ketentuan mengenai kerja dalam pembiayaan musyarakah adalah 

sebagai berikut : 

1) Partisipasi para mitra dalam pelaksanaan pekerjaan merupakan dasar 

pelaksanaan pembiayaan musyarakah, akan tetapi seorang mitra boleh 

melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya dan ia boleh 

menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya. 

2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam pembiayaan musyarakah atas 

nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing 

dalam organisasi kerja dijelaskan dalam kontrak (akad). 

c. Ketentuan mengenai keuntungan dalam pembiayaan musyarakah adalah 

sebagai berikut : 

1) Keuntungan harus dikuantifikasikan dengan jelas untuk menghindari 

perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau 

penghentian musyarakah. 
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2) Setiap keuntungan mitra dibagi secara proporsional atas dasar seluruh 

keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang 

ditetapkan bagi seorang mitra. 

3) Seorang mitra boleh mengusulkan jika keuntungan melebihi jumlah 

tertentu, kelebihan atau prosentasi itu diberikan kepadanya. 

4) Sistem pembagian keuntungan tertuang dengan jelas dalam akad. 

d. Ketentuan mengenai kerugian dalam pembiayaan musyarakah adalah 

bahwa kerugian dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut 

besarnya dana masing-masing dalam modal. 

4.   Ketentuan mengenai biaya operasional dan persengketaan 

Ketentuan mengenai biaya operasional dan persengketaan dalam akad 

pembiayaan musyarakahadalah : 

a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama. 

b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi 

perselisihan di antara para pihak, penyelesaiannya dilakukan melalui 

Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui 

musyawarah. (Jaih Mubarok, 2004: 78). 

Menurut  Ghufron A. Mas‟adi disebutkan bahwa, “Musyarakah atau syirkah 

memiliki prinsip dasar kemitraan dan kerjasama antara pihak-pihak yang terkait 

untuk meraih kemajuan bersama. Prinsip ini dapat ditemukan dalam ajaran Islam 

tentang ta‟awun (gotong-royong) dan ukhuwah (persaudaraan)”.Ghufron A. 

Mas‟adi, 2002: 197). 
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E. Langkah-langkah Penelitian 

Untuk mendapatkan sebuah hasil penelitian yang memuaskan serta dapat 

mempermudah proses penulisan, maka penulis membuat langkah-langkah 

peneltian, adapun langkah-langkah tersebut antara lain: 

1. Metode penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian 

deskriptifyang disebutkan bahwa, “Metode analisis deskriptif yaitu suatu metode 

penelitian yang mengumpulkan data-data informasi secara lengkap dan 

menggambarkan serta menganalisis masalah yang akan dibahas”.(Nur Indriartoro 

dan Bambang Supomo, 1999: 25). Dalam hal ini penulis melakukan penelitian 

mengenai kesesuaian pembiayaan musyarakah di bank BJBSyariah KCP 

Bantarkalong Tasikmalaya dengan fatwa DSN-MUI Nomor 08/I/IV/2000. 

Untuk memudahkan penulis dalam mengambil kesimpulan penelitian, maka 

digunakan metode deduktif, yaitu “Suatu proses di mana kita tiba pada suatu 

kesimpulan beralasan melalui generalisasi logis dari sebuah fakta yang 

diketahui”.(Uma Sekaran, 2006: 36). Atau proses deduktif merupakan suatu 

proses yang dimulai dengan inti uraian yang kemudian diikuti dengan penjelasan 

dan analisis untuk mengambil suatu kesimpulan. 

Penggunaan metode ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana 

pelaksanaan pembiayaan musyarakahdi Bank Jabar Banten Syariah Kantor 

Cabang Pembantu Bantarkalong Tasikmalaya. 
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2. Sumber Data 

Penentuan sumber data disesuaikan oleh penulis dengan objek penelitian 

yang telah ditentukan (Tajul Arifin,1994: 14). Sumber data dalam peneltian ini 

terbagi kepada dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. 

a. Data Primer 

Yaitu sumber data yang terdiri dari bahan informasi yang terdapat dalam 

media cetak atau informasi lainnya yang memiliki hubungan langsung 

dengan penelitian ini. Sumber data di dapatkan dari fatwa DSN-MUI 

Nomor 08/DSN-MUI/I/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah. Dan 

data tersebut diperoleh juga dari hasil wawancara dengan pihak bank, 

khususnya karyawan bagian marketing. (Bapak Ade Yusuf) 

b. Data sekunder 

Yaitu data-data yang diperoleh dari dokumen dan catatan-catatan 

perusahaan, literatur, artikel, tulisan ilmiah yang dianggap relevan dengan 

topik penelitian, dan data-data yang bersumber dari studi kepustakaan. 

3. Jenis data 

Adapun jenis data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah data kualitatif, 

data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata,kalimat, dan 

gambar (Sugiyono, 2004: 14), atau dengan kata lain data kualitatif, 

merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi 

pada fenomena atau gejala yang bersifat alami (Yaya Suryana, dkk, 2009: 

89). Jenis data yang dikumpulkan untuk menyelesaikan permasalahan 

penelitian mengenai kesesuaian pembiayaan musyarakah di bank 
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BJBSyariah KCP Bantarkalong Tasikmalaya, berdasarkan fenomena-

fenomena yang didapatkan dari hasil wawancara dengan pihak bank 

BJBS,studi kepustakaan, dan observasi langsung yang berkaitan dengan 

penelitian kesesuaian pembiayaan musyarakah di bank BJBSyariah KCP 

bantarkalong Tasikmalaya dengan fatwa DSN No 8/DSN-MUI/I/IV/2000 

4. Teknik Pengumpulan data 

Untuk mendukung  metode yang digunakan  di  atas, penulis   menggunakan  

teknik pengumpulan data sebagai berikut :  

a. Studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara 

mengumpulkan data dan bahan-bahan yang berasal dari pustaka, yaitu 

buku-buku dan literatur yang sesuai dengan masalah yang akan dibahas 

sebagai dasar teori yang digunakan. Dalam hal ini teori yang berkaitan 

dengan pembiayaan musyarakahdalam hukum Ekonomi Syariah. 

b. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan 

bahan-bahan yang diperlukan sehubungan dengan penelitian berupa 

dokumen atau catatan-catatan yang terdapat di perusahaan. 

c. Wawancara secara langsung dengan bagian marketingdi Bank Jabar 

Banten Syariah Kantor Cabang Pembantu Bantarkalong Tasikmalaya 

untuk mendapatkan penjelasan dengan cara tanya jawab mengenai hal-hal 

yang berkenaan dengan pelaksanaan pembiayaan musyarakah di Bank 

Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Pembantu Bantarkalong 

Tasikmalaya. 
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5. Pengolahan dan Analisis data 

Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis melalui beberapa tahapan, antara 

lain: 

a. Melakukan seleksi terhadap data yang telah dikumpulkan dari observasi 

dan wawancara, kemudian diklasifikasikan sesuai dengan tujuan 

penelitian. 

b. Menafsirkan data yang terpilih dengan menggunakan kerangka pemikiran. 

c. Menarik kesimpulan tertentu sesuai dengan perumusan masalah yang telah 

dianalisis. 


